
BUPATI ENREKANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI ENREKANG
NOMOR 9 TAHUN 2A16

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 39 TAHUN 2015 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2016

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENREKANG

a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Enrekang Tahun 2aL6 telah ditetapkan dengan
Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016,
dan Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 201s tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
?ahun Anggaran 2AL6.

b. bahwa dalam Tahun Anggaran berkenaan terdapat
Anggaran yang bersumber dari DAK Non Fisik yaitu
Bantuan Operasional Fenyelenggaran (BOp) PAUD,
Bantuan Operasonal Keluarga Berencana (BOKB)
penganggaran belaqjanya harus disesuaikan dengan
petunjuk teknis dan mendesak untuk dilaksanakan
sehingga perlu segera ditampung dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Perubahan Tahun Anggaran 2016.

c. bahwa dalam Tahun Anggaran berkenaan terdapat
kewqiiban kepada pihak ketiga yang belum diseresaikan
pada Tahun Anggaran sebelumnya sehingga perlu segera
ditampung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Perubahan Tahun 2016"

d. bahwa dalam Tahun Anggaran berkenaan berlangsung
Kegiatan Tentara Manunggal Masuk Desa TTMMD) yang
kegiatan sebelumnya dialokasikan pada Belanja Modal
menjadi Belanja Barang dan Jasa dan mendesak untuk di
laksanakan sehingga perlu segera di tampung dalam
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Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perubahan
Tahun 2016.

e. bahwa sambil menunggu APBD perubahan Kabupaten
Enrekang Tahun Anggaran 201.6, perlu melakukan
Perubahan penjabaran APBD Kabupaten Enrekang Tahun
Anggaran 2016 sebagai dasar pelaksanaan sebagaimana
dimaksud dalam huruf b, huruf c, dan huruf d.

f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, perru
menetapkan Peraturan Bupati tentang perubahan atas
Peraturan Bupati Nomor g9 Tahun 2o1s tentang
Penjabaran Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun 2016.

1. Undang - undang Nomor 29 rahun 19sg tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di sulawesi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 19s9 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1822);

2. undang-Undang Nomor 17 Tahun 200s tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200s
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a2S6l;

3. undang-undang Nomor r. Tahun 2oo4 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2oo4 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor ag55);

4. undang-undang Nomor 1s rahun 2oo4 tentang
Pemeriksaan pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo4
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a4OO);

5. undang-Undang Nomor 25 Tahun 2oo4 tentang sistem
Perencanaan pembangunan Nasionar (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2oo4 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Repubrik Indonesia Nomor 4421);

6. undang-undang Nomor 93 Tahun 2oo4 tentang
Perimbangan Keuangan anttara pemerintah pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2oo4 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor aa}g);

7. undang-undang Nomor 2g rahun 2oog tentang pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik

l_



-3-

Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 50a9);

8. Undang-Undang Nomor L2 Tahun 2OlL tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2}tt Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 523fl;

9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 20L4 Tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OI4 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
Sae5);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 244, Tarnbahan Lembaran
Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang *
Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

ll.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a575);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a576);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a57S);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor L65, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a593);

15. Peraturan Pemerintah Nomor I Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 46Lal;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2OO9 tentang
Rantrtan Kerrancran kenarla Pnrtel prrlifiL fl ernhqran
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Negara Republik Indonesia Tahun 2OOg Nomor L6,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
ae72l;

17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2OlO tentang Tata
Cara dan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif
Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OlO Nomor 119,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5161);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 7l Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang
Jenis Pajak yang Dibayar Berdasarkan Penetapan Kepala
Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OLO Nomor 153,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5L7el;

20. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2Ot4 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5533);

2L.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2Ot4 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2074 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2Ot4 Nomor 123, tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun
2OLS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5717;

22.Perab,xan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2OL4 tentang
Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembararl Negara Republik Indonesia
Tahun 2Ol4 Nomor 168 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2Ot6 tentang Perubahan kedua atas
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2Ol4 tentang
Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864) ;

23. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan presiden
Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas
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Peraturan presiden Nomor s4 Tahun 2o7o tentang
Pengadaan Barang/ Jasa pemerintah;

24.Peraturan presiden Nomor 72 Tahun 2olg tentang
Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2etg Nomor 29) sebagaimana terah
diubah dengan peraturan presiden Nomor 111 Tahun
2oL3 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2ots
Nomor 25S);

25. Peraturan Menteri Daram Negeri Nomor 18 Tahun 2oa6
tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Negara
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang perubahan kedua atas peraturan Menteri Dalam
Negeri 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengerolaan
Keuangan Daerah;

26.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman pemberian Hibah dan Bantuan sosial
Yang Bersumber dari Anggaran pendapatan dan Belanja
Daerah sebagaimana telah di ubah dengan peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2Ot2;

27.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 201s
tentang Penerapan standar Akuntansi pemerintahan
Berbasis Akrual pada pemerintah Daerah;

28. Peraturan Menteri Da1am Negeri Nomor 52 Tahun 201s
tentang Pedoman penjrusunan Anggaran pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

29.Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang No.14 Tahun
2006 tentang Pokok-pokok pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2006
Nomor 14);

30. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang No 7 Tahun 201s
tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Enrekang Tahun 2016 (Lembaran Daerah
Kabupaten Enrekang Tahun 2015 Nomor 7);

31. Peraturan Bupati Kabupaten Enrekang No 39 Tahun 201s
tentang Penjabaran Anggaran pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2016;

MEMUTUSKAN:
MCNCTAPKAN : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 39 TAHUN

2015 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

Pasal I
Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Enrekang Nomor 39 Tahun 2015tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanjabaerah Tahun Anggaran2016 (Berita Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2015 Nomor gg) Jlubah
sebagai berikut :
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1. Ketentuan Pasai 1 angka t huruf b dan huruf c, angka 2 huruf a.7), huruf
b.3) dan angka 3 huruf a, diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 terdiri atas :

1. Pendapatan
a. Pendapatan Asli Daerah Rp.
b. Dana Perimbangan Rp.
c. Lain-lain Pendapatan yang Sah Rp.

Jumlah Pendapatan

97.793.908.000,00
882.495.36 1 .000,00
t4t.944.712.292,OO

Rp. 1. 1 16.233. 98L.292,OO

2.Belanja
a. Belanja Tidak Langsung

1) Belanja Pegawai
2) Belanja Bunga
3) Belanja Subsidi

Rp 451.551.397.931,O0
Rp. -
Rp. -

71.229.472.974,OO

4) Belanja Hibah Rp. 5.700.000.000,00
5) Belanja Bantuan Sosial Rp 1.300.000.000,00
6) Belanja Bagi Hasil Rp.
7) Belarta Bantuan KeuanganRp. 95.53 I.401.800,00
8) Belanja Tidak Terduga Rp. 750.000.000,00

Jumlah Belanj a Tidak LangsungG 4.gg2,z gg. zg l roo

b. Belanja Langsung
1) Belanja Pegawai Rp. 25.562.250.900,00
2) Belanja Barang dan Jasa Rp.218.892.986.474,0O
3) Belanja Modal Rp.385.722.tT4.255,00

Jumlah Belanja

Surplus/ (Defisit)

Rp. 1. 185.3 15.2O1.360,00

Rp. 169.OBL.22O.068,OOl

3. Pembiayaan:
a. Penerimaan Rp.
b. Pengeluaran Rp.

Jumlah Pembiayaan Neto

80.310.692.862,OO

Rp. 69.081.220.068,00

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp. O,OO

2. Ketentuan Lampiran I diubah, sehingga perubahan lampiran tersebut
sebagaimana tercantum pada lampiran I sebagai bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan Lampiran II khususnya pada Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehitan, Dinas
Pekerjaan Umum, Rumah Sakit Umum Daerah Massenrempulu, Dinas
Pengelola Keuangan dan Asset Daerah, Dinas Perhubungan, dan Komunikasi
dan Informasi, Kantor Lingkungan Hidup, Kebersihan dan pertamanan,
Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pertanian dan
Perkebunan, Dinas Peternakan dan Perikanan, Dinas Kehutanan, Dinas
Pertambangan dan Energi, Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan
Perempuan diubah, sehingga perubahan tersebut sebagaimana tercantum
pada Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan
Bupati ini.
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Pasal 2
Ringkasan Penjabaran APBD sebagaimana
tercantum dalam Lampiran I, sebagai bagian
Peraturan Bupati ini.

Pasal 3
Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud
dalam Lampiran II, sebagai bagian yang
Bupati ini.

Pasal 4

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini
dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggarara satuan kerja
pe.angkat daerah dan dokumen pelaksanaan anggaran pejabat pengelola
keuangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Enrekang.

Diundangkan di Enrekang
Pada tanggal
SEKRETARIS KABUPATEN ENREKANG

dimaksud dalam Pasal 1

yang tidak terpisahkan dari

dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut
tidak terpisahkan dari Peraturan

\-c

CHAIRUL LATANRO

BERITA DAERAH KABUPATEN

Ditetapkan di Fnrekang
pada ,ung{ s $AQ.. 916

prur*rfid*EKANc 04-//r

ENREKANG TAHUN 2016 NOMOR g
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